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ABSTRAK
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PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI DARI
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PERLINDUNGAN ANAK

RICKY RAMADHAN
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Pada dasarnya, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh sigpapun dan
terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual harus
bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang paling
memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari kekerasan seksua oleh
petugas perlindungan anak. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum
tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak menurut
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, faktor yang mengakibatkan
kekerasan seksual terhadap anak, serta akibat hukum petugas pelindung anak yang
melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan
pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif,
dengan menggunakan data kewahyuan dari a-quran dan data sekunder.
Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang
tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak menurut KUHP
terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual
yakni karena faktor ekonomi keluarga korban, kedua karena faktor tingkat
pendidikan korban, ketiga faktor media sosial karena pelaku seringnya menonton
film porno, serta faktor keempat yaitu kondisi keluarga korban dan kondis
keluarga pelaku. Akibat hukum terhadap pelaku karena merupakan aparat yang
menangani perlindungan anak, sehingga ancaman pidananya diperberat ditambah
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan sampai
dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan
berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteks elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Petugas Perlindungan Anak,
Kekerasan Seksual, Anak.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kegahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami
dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-
beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah
untuk memahami keahatan itu sendiri. Usaha memahami keahatan ini
sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuan terkenal.
Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva
Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia
adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.*

Berbaga upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari
permukaan bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban
umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena
ia tumbuh dan berkembang sgalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan
oleh manusia sebaga salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun
kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu
tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat
tersebuit.

Kegahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai

manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat

! Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. Kriminologi. Jakarta: PT. Rgja Grafindo
Persada, halaman 1.



berbagai kemungkaran yang terjadi. Kegjahatan merupakan perbuatan anti sosial
yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya
dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara,
secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum
dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi
sebagai mana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan
peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan
terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga
semakin meningkat. Sebagal masalah sosia tindak pidana kekerasan seksual
hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang
dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia.

Pada dasarnya korban dalam kekerasan seksual seringkali adalah anak-
anak. Ketika anak menjadi korban kekerasan seksual, negara harus memberikan
perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan
perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan
diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan
mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus keahatan kesusilaan
akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan

tersebut sebagal korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat



penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua
harapan bangsa Indonesia.?

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannyatidak akan pernah berhenti
sepanjang segjarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus yang akan
datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya
kondis anak saat ini. Berkaitan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak
dengan cara yang baik adalah kewagjiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh
berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa
ini.?

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya
perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sgjak lahir manusia telah
memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat
mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.* Apabila seorang
anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu
harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Untuk
tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu
memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini
mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan

perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan

2 Hwin Christianto. 2017. Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Sudi Kasus.
Y ogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

® M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 11.

* Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka
Prima, halaman 25.



generas mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.
Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan
membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan
makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga
perlindungan hukum yang diberikan kepada anak harusah mencerminkan rasa
kepedulian yang tinggi guna menjaga anak dari segala tindak pidana khususnya
kekerasan seksual yang menimpa anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di
mana orang dewasa atau remaga yang lebih tua menggunakan anak untuk
rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau
menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya),
memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak,
menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-
anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual
tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik
(kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau
menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.”

Pada dasarnya, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun dan
terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual harus
bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Ha yang paling
memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban dari kekerasan seksua oleh

petugas perlindungan anak. Sebagaimana salah satu kasus pernah terjadi di

® Arini Fauziah Al hag, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia’, dalam Jurnal
Hukum Universitas Padjgjaran, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2,
No 1 (2015), halaman 33.



Lampung Timur, dimana seorang anak umur 13 tahun menjadi korban kekerasan
seksual. Ironisnya, hal tersebut diduga dilakukan oleh petugas Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pertemuan korban dengan
pelaku diawali oleh kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh paman korban.
Hal itu terjadi sekira akhir tahun 2019. Selama perkara hukum tersebut
berlangsung, korban mendapat pendampingan dan bantuan rehabilitasi dari
P2TP2A.°

Selama ini, korban tinggal bersama ayahnya karena sang ibu bekerja
sebagai buruh migran. Sebagaimana dalam penanganan kasus kekerasan seksual
yang sebelumnya dilakukan oleh paman korban, ayah korban merasa sangat
nyaman dan percaya dengan pendampingan yang dilakukan oleh pelaku selaku
petugas P2TP2A terhadap korban. Kepercayaan itu membuat ayah korban
memperkenankan pelaku untuk bermalam di rumahnya. Saat itulah puncak
kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terjadi, bahkan saat ayah korban
ada di rumah. dan terdapat laporan, bahwa yang dilakukan malam itu sgja sudah
empat kali. Sebelum dikembalikan ke rumahnya, kekerasan seksual terhadap
korban dilakukan pelaku di rumah pelaku.”

Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak
biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sering tidak mengacuhkan kepedulian
s anak dari segi masa depan anak, akan tetapi lain halnya jika yang melakukan
kekerasan seksual tersebut adalah orang-orang yang mempunyai misi dan tujuan

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, sehingga perbuatan yang

® Anonim, “Petugas Pelindung Anak Di Duga Rudapaksa Korban Kekerasan Seksual”,
melalui https://mediaindonesia.com, diakses padatanggal 25 Oktober 2020, Pukul 10.10 Wib.
7 .
Ibid.



https://mediaindonesia.com

dilakukan oleh petugas perlindungan anak sama sgja mencedera tujuan dan
prinsip dari perlindungan anak itu sendiri, untuk itu perbuatannya haruslah dapat
dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian
dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan
Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari
Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak” .

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam

penulisan skripsi adalah:

a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual
yang dilakukan terhadap anak menurut KUHP dan Undang-Undang
Perlindungan Anak?

b. Apafaktor yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak?

c. Bagaimana akibat hukum petugas pelindung anak yang melakukan tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang dikgi dalam
penelitian ini, yaitu:

a. SecaraTeoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran
mengena pertanggungjawaban pidana terhadap petugas perlindungan anak

yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dikaji dari prespektif KUHP



dan undang-undang perlindungan anak, serta diharagpkan akan menambah
literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.
b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan
masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi hukum seperti Kepolisian,
Kgaksaan, Hakim dan Pengacara mengena pertanggungjawaban pidana
terhadap petugas perlindungan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan

seksual dikgji dari prespektif KUHP dan undang-undang perlindungan anak.

B. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang diteliti dalam
penelitian ini terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan
seksual yang dilakukan terhadap anak menurut KUHP dan Undang-Undang
Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap
anak.

3. Untuk mengetahui akibat hukum petugas pelindung anak yang melakukan

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

C. Definisi Operasional
Defenisi Operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang

menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang



akan diteliti.® Berdasarkan judul peneliti, maka secara operasional diperoleh hasil
penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Pertanggungjawaban Pidana sering dihubungkan dengan adanya asas dalam
hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf
zonder schuld; actus non facit reum nis mens sist rea). Asas ini tidak
tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis. Hukum
pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar
ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.’

2. Petugas berawal dari kata tugas yang merupakan pekerjaan yang menjadi
tanggungjawab seseorang.™®

3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.**

4. Anak adalah keturunan yang kedua.*?

5. Tindak Pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.*®

8 |da Hanifa dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswva, Medan: Pustaka
Prima, halaman 17.

° Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

0 Wahyu Untara 2014. Kamus Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Indonesia Tera,
halaman 541.

! Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 26.

2M. Nasir Djamil. Op. Cit., halaman 54.

3 Moeljatno. Op. Cit., halaman 61.



6. Kekerasan Seksual merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang

dipaksa atau terkasa mel akukan aktivitas seksual.**

D. Keadlian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini.
Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan
duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa
penelitian lain yang hampir sgenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan
tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya
penulislain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lan yang ada
kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Pendlitian yang dilakukan oleh Nurul Dita Pratiwi, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Tahun 2019
dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap
Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)”. Penelitian yang
dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau pendekatan yuridis
empiris yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang
merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan
dengan melalui wawancara.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dody Suryandi, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Darma Agung, Medan, Tahun 2020, dengan judul Penelitian:

“Penerapan Sanks Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

¥ Nursariani Simatupang dan Faisal. Op. Cit., halaman 67.
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Seksual Terhadap Anak”. Metode pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu Penelitian Hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa
hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.
Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian
tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.
Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah
pertanggungjawaban pidana terhadap petugas perlindungan anak yang melakukan
tindak pidana kekerasan seksual dikaji dari prespektif Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang perlindungan anak.

E. Metode Pendlitian

1. Jenisdan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun
yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan
dengan cara menditi bahan-bahan pustaka atau data sekunder sgja’
Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan
adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan

!> Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research).
Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
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dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis
maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.*
. Sifat Penelitian
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian
yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui
penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan
kegjadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus
terhadap peristiwa tersebut.
. Sumber Data
Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang
berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
terdiri atas:
a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur’ an dan As-Sunnah.
b.Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen
resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa
bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer yaitu UUD Tahun 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

18 | bid., halaman 110.
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2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah,
buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan
sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai
dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah
dengan studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua
cara, yaitu:

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan
mengunjungi  toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun
diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna
menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching
melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan
dalam penelitian dimaksud..

5. Analisis Data
Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan
cara deskriftif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu

anadisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari
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kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang
ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan
ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara

kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.



BAB 1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan
dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan
berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung
jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan
menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa
dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam
konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana.
Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya
dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di
lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.*’

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran
yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti
makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu
untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban
masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan
lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah periha kehendak berbuat. Bila
dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting

dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis

¥ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press,
halaman 205.

14
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yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam betindak.
Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan
kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan
sehinggatidak ada pemidanaan.

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak
bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang
mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat
dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian,
tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak
tersebut justu menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya.
Namun, reaks terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk
ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat
yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas.
Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya
dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana sebagal suatu keadaan psikis, sehingga
penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap
patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan
psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan
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tadi). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara
jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun keal paan, namun
sayangnya mengenal pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak
dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan
pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan
tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau
keal paan juga harus dibuktikan.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum
pidana dalam hubungannya dengan prinsip daad-daderstarfs recht. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagaimana halnya Wetboek van
Strafrecht (WvS) yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus
tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-
keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak
dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam Memorie van
Toelichting (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila
memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban
pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara negatif, yaitu
dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan

mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.*®

8 Agus Rusianto. 2018. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan
Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya. Jakarta: Prenadamedia Group,
halaman 1-2.
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Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat
pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat
maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana
tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana
yang dijelaskan di dalam Memorie van Toelichting (MvT). Apabila pada diri
seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam Memorie
van Todichting (MvT) tersebut, pembuat adalah orang yang
dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.*®

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di
Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai
sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat
melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur
tindak pidana (strafbaar feit). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagal suatu
tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya unsur-
unsur utama yang harus dipenuhi, vyaitu sfaa meawan hukum
(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat melawan hukum selalu
meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit
tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplist
dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat
unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus

memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesal ahan.®

9| pid.
2| pid.
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Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang
pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa
pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu
adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan
unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur
pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan
juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak
dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai
unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Ultrecht dalam bukunya Agus
Rusianto bahwa: “kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai
perwujudan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi kesalahan ini juga
sebagal unsur dari tindak pidana’.** Karena kesalahan merupakan unsur tindak
pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban
pidana, hanya sgja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat
dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan
pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang
pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang
terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.??

Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan

tindak pidana dan mempunya pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak

2 | bid.
2 bid., halaman 2-3.
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dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan aasan
pemaaf sebagai peniadaan pidana®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan hubungan
pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana
hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.
Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal: 44, 48, 49, 50,
dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memungkinkan seorang
pembuat tidak dipidana sebagal penjabaran Memorie van Toelichting (MvT).
Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis,
berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejanggalan,
meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi
dalam praktik kesenggaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur
tindak pidana (strafbaarfeit), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana.

Untuk membentuk kitab undang-undang dalam bahasa Indonesia, yang
tidak akan menggunakan terus sistem yang digunakan dalam Wetboek van
Strafrecht (WvS) terhadap unsur kesenggjaan, Oleh karena dalam teks Belanda
tempatnya kesenggjaan di dalam kalimat rumusan undang-undang, mempunyai
arti tertentu berhubung dengan soal kesengajaan (welke element worden door het
opzet beheerst), tempat mana tentu tidak dapat dipertahankan. Pendirian dan
harapan ini didasarkan atas pandangan bahwa kesalahan dalam suatu kejahatan
sebagal unsur pertanggungjawaban pidana, dan bukan sebagai unsur tindak pidana

(strafbaar feit). Psychisch element (unsur pesychis) merupakan schuldsubtrat

2 |bid., halaman 3-4.
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(dasar kesalahan) adalah termasuk dalam kesalahan (schuld), maka tidak mungkin
menggol ongkan psychisch element pada strafbaar feit dader.?*

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan
pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana
hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagal unsur dari tindak pidana
ini dikenal sebagai teori dualistis. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang
mengekemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana
hukum pidana jerman yang menulis buku yang berjudul Tut und Schuld pada
tahun 1933. Pandangan Herman Kantorowicz dalam bukunya Agus Rianto ini
banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya
Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda.
Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak
dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa
Anglo Saxon yang menggunakan common law system.?

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama
yang hanya mendasarkan pada gjaran kesalahan sebagai mens rea, konsep ini
dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip an act
does not make a person guilty unless his mind is guilty, yang artinya suatu
perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak
bersalah. Teori  dudlistis memisahkan antara perbuatan  dengan
pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah

kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban

2 |bid., halaman 4.
% |bid., halaman 4-5.
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pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehinggatindak pidana
berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.?®

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan
tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari
pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (schuld), sehingga diperlukan
pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan
karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana
materil mengena pertanggungjawaban pidana berfungs sebagal penentu syarat-
syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi
pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesenggaan, kesalahan, dan
pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini
berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak
pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban
pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga
kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah
unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat
melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban
pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas
tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas
pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum

tetapi harus membahas tentang kesal ahan.?’

% | bid.
27| bid., halaman 5-6.
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Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2012
menganut teori dualistis sebagaimana termuat dalam bab Il, Buku | tentang
Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada Pasal 39 Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2012) yang mengatur
bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan
senggja. Unsur “kesengagjaan” tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana.
Pada Pasal 39 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur “mengetahui”,
“yang diketahuinya’, “padahal diketahuinya’, “sedangkan ia mengetahinya’ yang
merupakan bentuk-bentuk dari kealpaan. Bentuk-bentuk kealpaan inilah yang
menjadi perhatian untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori dualistis
antara perumusan unsur “kesengagjaan” dengan “kealpaan” dalam pembentukan
hukum dan pembuktian oleh Hakim dipersidangan maupun dalam pertimbangan
hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam
bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan
dalam rumusan tindak pidana.®

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012
memberikan tafsiran bahwa kesenggaan bukan termasuk unsur tindak pidana
sebagaimana yang dirumuskan secara umum dalam Buku |. Perumusan secara
umum dalam bagian Umum Buku | Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Konsep 2012, telah dikatakan sebelumnya oleh Hermien Hadiati

Koeswadji dalam bukunya Agus Rianto menerangkan bahwa pada era RKUHPN

3 |bid., halaman 6.
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(Rancangan Kitab Undag-undang Hukum Pidana Nasional) yang telah dirancang
oleh BPHN sebelumnya, bahwa tidak dicantumkannya unsur kesengajaan
bertujuan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan agar tidak
berbelit-belit karena teruntuk pada pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan
yang berada dalam batin, sehingga aat bukti yang tersedia menurut undang-
undang pun tidak mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal
antara tindakan dan akibat.”®

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2012
yang mengatur bahwa setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan,
kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan karena kealpaan. Untuk
membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengga dan kealpaan,
RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan
tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur
kealpaan, karena telah diatur dalam Buku | bahwa setiap tindak pidana dilakukan
dengan kesenggjaan kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa suatu
tindak pidana dilakukan dengan kealpaan (Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Pasal 39 ayat 2).%°

Pengaturan di atas dipikirkan lebih lanjut, dalam pemeriksaan di
persidangan dapat menimbulkan implikasi, yaitu penuntut umum tidak perlu lagi
membuktikan unsur kesengajaan, karena unsur keseggjaan tidak tercantum secara
tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila mengikuti pendapat dualistis, yang

dicantumkan hanya unsur kealpaan akan berimplikas terjadinya perbedaan

2| bid.
% |bid., halaman 6-7.
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kualifikasi. Apabila unsur kealpaan yang tercantum secara ekplisit itu tidak
terbukti, maka akan mengakibatkan putusan yang menyatakan pembuat
dibebaskan (vrigpraak). Unsur kesenggjaan yang tidak tercantum secara ekplisit
daam rumusan tindak pidana, dan unsur kesenggaan sebagai unsur
pertanggungjawaban tidak terbukti, akan mengakibatkan pembuat dinyatakan
lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsverloging).

Praktik peradilan pengaruh rumusan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu kuat terhadap putusan Hakim
daam menentukan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas
(vrijspraak) dan putusan yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala
tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging). Pertimbangan-pertimbangan
yang dibuat oleh Hakim terdapat perbedaan dalam menentukan unsur sifat
melawan hukum. Pertimbangan Hakim tentang “kesalahan” juga cukup menarik
untuk dikaji dari pandangan ilmu hukum pidana.

Kaian mengenai sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), kesalahan
(schuld), tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, diharapkan dapat
menambah pendalaman ilmu hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep hukum,
teori-teori hukum dan asas-asas hukum pidana agar kaian atau pembahasannya
dapat diterapkan dalam perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan
maupun penerapan dalam praktik peradilan. Kurang mendalamnya pertimbangan
tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan perbedaan pandangan

Hakim tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld)

3L | bid.
32| bid.,halaman 7-8.
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dalam putusannya, akan dapat mengakibatkan perbedaan putusan pengadilan
apakah terdakwa akan dinyatakan bebas (vrigspraak) atau akan dinyatakan lepas
dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).*

Praktik peradilan pengaruh rumusan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) begitu kuat terhadap putusan Hakim
daam menentukan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas
(vrijspraak) dan putusan yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala
tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Pertimbangan-pertimbangan
yang dibuat oleh Hakim terdapat perbedaan dalam menentukan unsur sifat
melawan hukum. Pertimbangan Hakim tentang “kesalahan” juga cukup menarik
untuk dikaji dari pandangan ilmu hukum pidana.

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat
aturannya lebih dahulu (asas legdlitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu
apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Asas legalitas hukum pidana Indonesia
yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana
apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang
hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana,
karena  masih harus  dibuktikan kesdlahannya  apakah dapat
dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat
dijatuni pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana

3 |bid.
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Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah
kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan
bahwa: “Barang sSiapa melakukan perbuatan yang tidak  dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena cacat, tidak dipidana’.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (strafrechtelijk
veranwoodelijkheis, criminal responsibility) dengan tegas ketetuan Pasal 37 ayat
(1) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan : “tidak seorang pun
yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas Geen
Straf Zonder Schuld atau Keine Sraf Ohne Schuld yang dalam doktrin hukum
Inggris dirumuskan sebagal an act doesnot make some one's guilty unless his
mind blamewhorty atau actus reus.>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidanaialah tidak dipidana
jikatidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens
Sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang
tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai
kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda
atau rampas.®

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan
bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab
atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan Hakim

menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam

% M. Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 371.
* Moeljatno. Op. Cit., halaman 165.
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menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan

yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta

adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab,

senggja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang
harus ditanggung oleh sigpa sgja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras
dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana
adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang
yang melakukan tindak pidana secaralangsung dan tidak langsung.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam
menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari
tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan
hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak
pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian
(culpa). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk
kesenggjaan (opzet), yakni:

1. Kesengagjaan sebagal Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan apabila kesenggjaan seperti ini ada pada suatu
tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.

2. Kesenggjaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku

(doer or dader) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat
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yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa
selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

3. Kesenggaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis). Kesengajaan
ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang
melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.
Akan tetapi, s pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang
juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.*®

Kea paan (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia
berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidak
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan
diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.*’

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di
Indonesia, khusunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai
sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat
melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld) merupakan unsur
tindak pidana (strafbaar feit). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagal suatu
tindak pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan

adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum

% Leden Marpaung. 2017. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 15.
¥ Ibid., halaman 26.
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(wederrechtelijkheid) dan kesalahan (schuld). Sifat melawan hukum selalu
meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit
tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplist
dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat
unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagal suatu tindak pidana harus
memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang
pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa
pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu
adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan
unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur
pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan
juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak
dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai
unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagal unsur
pertanggungjawaban pidana sebagal perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa
kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagal unsur dari tindak pidana. Karena
kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat
dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi
pula pertanggungjawaban pidana, hanya sgja orang yang telah melakukan tindak
pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut

dengan peniadaan pidana.
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B. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagal salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan
memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan bak yang
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan
memadai.*®

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak
memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut
merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan
tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun
1979 tentang Kesgahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang
belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
tentang Kesgjahteraan Anak menyebutkan, bahwa: “Batas usia 21 (dua puluh satu)
tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial,
tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang
anak dicapal pada usiatersebut”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang

% Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik.
Y ogyakarta: Grahallmu, halaman 1.
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yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “ Anak
adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan)
tahun tetapi belum mencapal umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya’.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah
seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Anak juga merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung
jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, mental, maupun sosial.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa
dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda antara
psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Pada dasarnya perkembangan
anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan

2. Pelgaran yang diperoleh anak tersebut.
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Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi
pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik
kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan
bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka
akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang
berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam
rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada
akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu
pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang
dewasa. Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara
berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus
menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum.
Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian
berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampal lahir;

2. Masaneonatal: lahir sampal akhir minggu kedua setelah lahir;
3. MasaBayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masakanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;

5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;

6. Masaremga: 12/13 tahun-21 tahun;
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7. Masadewasa: 21 tahun-40 tahun;
8. Masatengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan

Masatua : 60 tahun-meninggal.

Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya
dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak
dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara tehadap anak-
anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya,
politik, hankam (pertahanan dan keamanan), maupun aspek hukum. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur
secara tegas mengenal hak setigp anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesgahteraan Anak ditentukan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan
perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak
atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasa 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “negara dan
pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesgahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang

secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.



Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan
khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondis tertentu untuk
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan
jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan
terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagal manusia seutuhnya.

2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran
strategis, dan mempunyal ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan
mempunyai akhlak yang mulia.

4. Padakenyataannya masih terdapat banyak anak yang:

a. Belumterlindungi dari berbaga bentuk kekerasan dan eksploitasi

b. Mash hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh

pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya
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kewagjiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak,
mengingat:

1. Kewagjiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari
merupakan kewgjiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum
secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD
1945 atau dalam berbagal Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar
dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat
penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian
kewgjiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu,
disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah
arah, maka perlu ditujukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh
anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam
suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang
terbalk bagi anak. Sebagaimana dalam hal ini yang dimaksud dengan asas
kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legidatif
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dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama.*

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setigp anak dapat melaksanakan hak dan kewagjibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan
anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan
perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang

tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

C. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk
penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan
adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah
laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan
sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mula dari
perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama.

Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam

¥ R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 31.
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khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan
menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat
diartikan sebagal bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang
melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.*

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi
atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak
diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif
seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang
menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas,
yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender,
humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu,
gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan
iming-iming atau ancaman, agakan melakukan hubungan seksual hingga
perkosaan.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana sgja dan kapan sgja, seperti di bus,
pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam.
Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali diserta dengan janji imbalan
pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara
terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau gakan tidak diterima bisa
kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksua bisa
juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja

menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

“0 Siska Lis Sulistiani. 2016. Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspekiif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6-7.
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Beberapa definis kekerasan seksual di atas dapat dismpulkan bahwa
kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu,
menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang
lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara
sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak
pidana kekerasan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan, serta kekerasan
seksual yang dilakukan terhadap anak-anak diatur lebih lanjut dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi
karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan
terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang
dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual
adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata
karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Di dalam hukum Islam tidak mengena istilah tindak pidana kekerasan
seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu
birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai
perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang
setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina
merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan

dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (QS. a-lsra :32), yaitu :

b T.,
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah
perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di
Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam.
Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagal zina
dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum
menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak mengangap hubungan
badan yang diharamkan sebagai zina.

Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan
sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini
didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya
menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat.
Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai
suatu tindak pidana dan didapat dijatunkan hukuman adalah ketika hal itu
melanggar kehormatan perkawinan.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual
berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ
seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang
menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat

korban tidak menghendaki.
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3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan
atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan
atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posis
ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa
bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera**
Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti
komentar verbal, gurauan porno seperti ekpresi wajah, gerakan tubuh ataupun
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban

bersifat melecehkan dan atau menghina korban.*?

*t A, Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Mitra
Wacana Media, halaman 151.
* Ibid.



BAB I11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang
Dilakukan Terhadap Anak Menurut KUHP Dan Undang-Undang
Perlindungan Anak

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu, bagi barang sigpa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan
hukum dilarang dan diancam pidana, asal sga dalam pada itu diingat bahwa
larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman
pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang
menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan
dari yang lain.*®

Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang
disalahgunakan, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan.
Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan*
Kegahatan merupakan suatu fenomena yang komplek yang dapat dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara

3 Moeljatno. Op. Cit., halaman 59.
“ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan
(Teori Baru Dalam Kriminologi). Jakarta: YPKIK, halaman 4.
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satu dengan yang lain. Daam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk
memahami kejahatan itu sendiri.

Tidak ada orang yang dalam keadaan norma menghendaki dirinya
dijadikan sasaran kejahatan. Tetapi karena keadaan yang ada pada korban atau
karena sikap dan perilakunyalah ia dapat mendorong pelaksanaan niat jahat
pelaku. Mereka yang dipandang lemah, baik dari sisi fisk, mental, sosial, atau
hukum relatif lebih mudah dijadikan objek kejahatan. Begitu pula meraka yang
lalai atau yang sikap dan tindakannya menimbulkan amarah serta kebencian pada
orang lain pada akhirnya lalu ia menjadi korban dari orang yang mencoba
mengambil kesempatan atau menjadi korban dari orang yang terbakar amarahnya
itu. Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan
sosia (ekonomi, politik, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan
perlawanan sebagal pembalasan yang memadai, sering dimanfaatakan sesukanya
oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak
korban.

Diaturnya Keahatan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya
membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar
dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena
kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan
nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang
sebagal suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai

suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya
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lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki)
yang sering mendiskripsikan perempuan sebagal kelompok yang tersubordinasi.
Terminologi kekerasan seksual inilah yang dipaka untuk memahami
pengertian kekerasan seksual. kekerasan seksual memiliki rentang yang sangat
luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang
jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus,
memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan
paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk,
mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan
seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.*
Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa
fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas,
termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual, kekerasan yang dilakukan oleh
bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan
mengenal kekerasan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan
peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Bab
XIV tentang Keahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur
kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya

tidak mampu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

> Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”,
Jurnal Lex et Societatis, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, halaman 43.



Kekerasan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain,
karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme
dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban kekerasan seksual jarang
dilakukan, dimana kebanyakan korban yang sadar sgja, kemudian melaporkan ke
kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam sgja tanpa memberontak,
karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada
sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menganut politik
hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila
kehormatan/kesusilaan. kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau
dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum
pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila
dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-
soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa
jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga
negaranya.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan
keharusan, disertai ancaman pidana barang sigpa melanggar larangan tersebut,
pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan isitilah tindak pidana,
perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa
dikenakan sanks pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang.

Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai
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hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya
seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administerasi. Keberadaan
sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai
akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya
itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straf) yang dapat
dirasakan sebagai custodia honesta” . Tindakan inipun merupakan suatu sanksi
juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan
tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau
anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-
perbuatan pidana.

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk
menakut-nakuti orang-orang jangan sampa melakukan kejahatan, baik secara
menakut-nakuti orang banyak (generale reventie), maupun secara menakut-nakuti
orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (special preventie), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.

Berbagal usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi,
jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan
advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator
hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana
hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan
dan hak asas manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah

meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam
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mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan
pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

Kegahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya kejahatan persetubuhan
yang dilakukan terhadap anak di bawah umur telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain terdapat dalam Pasal 287 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa bersetubuh
dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya
harus di duga bahwa umurnyatidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,
di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Selain itu untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan
anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, hal ini berdasakan asas lex Spesialis Derogat Lex Generalis
yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan
umum. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di atur dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yakni dalam Pasal 76D menyebutkan bahwa:
“Setigp Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa
Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan ketentuan sanksi bagi pelaku yang
melakukan kekerasan seksual terhadpa anak, maka ketentuannya terdapat di
dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi
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ketentuan tersebut sudah diperbaharui dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang diatur juga pada Pasal 81,
yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paing lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi
setigp Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,
pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara
bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang
pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D.

(5) Daam ha tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa 76D
menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,
gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungs
reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati,
seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat
(4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelakul.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat
dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama
dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan
tindakan.

(9) Pidanatambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Mengingat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan

kerugian yang cukup besar baik dalam bentuk fisik maupun kejiwaan. Oleh sebab
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itu, maka diharapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku hendaklah
sebanding dengan perbuatannya. Adapun ancaman pidana sebagai mana termaktub
dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setinggi-
tingginya adalah 9 tahun penjara. sedangkan menurut Pasal 76D jo Pasal 81 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,
sebagaimana persetubuhan terhadap anak dengan melakukan kekerasan maupun
dengan ancaman kekerasan di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelaku adalah petugas pelindung
anak, maka menurut Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyatakan, jika pelaku merupakan
aparat yang menangani perlindungan anak, ancaman pidananya diperberat
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun, bahkan
sampa dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,
tindakan berupakebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual juga mengatur mengena kekerasan seksual, dimana menurut
Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

menyebutkan bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan,
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menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual
seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan
persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi
gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara
fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual membagi lagi bentuk-bentuk tindak pidana
kekerasan seksual yang diantaranya terdapat dalam Bab V tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Pelecehan seksual;

Eksploitas seksual;

Pemaksaan kontrasepsi;

Pemaksaan aborsi;

Perkosaan;

Pemaksaan perkawinan;

Pemaksaan pelacuran;

Perbudakan seksual; dan/atau
I. Penyiksaan seksual.

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuiti
peristiva Kekerasan Seksual dalam lingkup relas personal, rumah
tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.

SQ@ P o0 T

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan sanksi hukum bagi pelaku yang
melakukan kekerasan, lebih lanjut diatur dalam Pasal 91 Rancangan Undang-
Undang Penghapusan K ekerasan Seksual, yakni:

(1) Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan

seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana
rehabilitasi khusus paling lama 1 (satu) bulan.
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(2) Apabila pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:

a. Orang tua atau keluarga;

b. Seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab
memelihara, mengawasi, atau membina di lembaga pendidikan,
lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau
tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi
keamanannya;

c. Atasan, pemberi kerja atau majikan;

d. Seseorang yang memiliki posisi sebagai tokoh agama, tokoh adat,
tokoh masyarakat, atau pejabat; maka ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan pidana
tambahan kerja sosial.

B. Faktor Yang Mengakibatkan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan
seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara
kekerasan, bertentangan dengan agaran dan nilai-nila agama serta melanggar
hukum vyang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa
pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non-fisik. Dan kekuatannya dapat
dijadikan aat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual
merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan
seksual yang menyimpang.

Kekerasan seksual tidak selamanya yang menjadi korban adalah wanita
dewasa, namun banyak juga terdapat kasus kekerasan seksual yang menjadi
korban adalah wanita yang masih berstatus anak-anak. Sebagaimana anak
merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki
peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan
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dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga
seimbang.*® Sehingga anak harus dilindungi baik dalam perbuatan seseorang yang
melukai anak maupun perbuatan seseorang yang melakukan kekerasan seksual
terhadap anak yang dapat merusak mental seorang anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai
macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosia dalam berbagai
bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam
melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Kekerasan seksual terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru
dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa
meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remagja sampai menjelang
dewasa. Selain kondis psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya
tindak pidana kekerasan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak
baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD
porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film
dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang
membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak
sekali faktor-faktor yang melatarbelakanginya dimana faktor yang satu dengan
faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland dalam bukunya Topo

Santoso mengatakan bahwa, ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang

“6 R. Wiyono. Op. Cit., halaman 2.
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oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap
perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.*’

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan
seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya
korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relas lebih dahulu dalam ukuran
intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku
tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase
terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal pelaku
dan korban telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku untuk bereksperimen melakukan
dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak
korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan
paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya.
Kekerasan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman
dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa
melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau
bukti yang bisadijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan, yaitu antaralain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka
tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan
kulit pelaku pada kuku korban;

2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;

" Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op. Cit., halaman, 14.
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3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan
menggunakan obat.

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kasus kekerasan seksual yang
terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin
perempuan. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari kekerasan
seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, yang dalam hal
ini adalah seorang petugas pelindung anak (orang yang seharusnya juga turut serta
melindungi anak). Sehingga kemungkinan besar pelaku melakukan kekerasan
seksual terhadap anak sangat besar karena termasuk orang yang dekat dengan para
anak.

Berdasarkasn hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sangat banyak
faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam kasus yang
dilakukan oleh petugas perlindungan anak terhadap anak, sebagaimana pada
dasarnya faktor kekerasan seksual tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan
mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk
keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan
atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya
keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awad

pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang
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dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.
. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual
adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak
dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat
diterima oleh masyarakat luas salah satunya kekerasan seksual yang
merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal.
Melalui pendidikan, seseorang akan belgar mengena etika dan moral sehingga
dapat membedakan mengenai tindakan yang bailk dan buruk serta akan
menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan illegal.
Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan prilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan
perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai
sgak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang
berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan
wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas
aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperolen melalui pendidikan seks
melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak
hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-

banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih
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fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sgak dini apa yang
boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidakpemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat
menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya.
Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan medi-
media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan
menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa sgja atau
sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor
lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya
iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak
dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya.
Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan
seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahaan kesusilaan seperti
halnya kekerasan seksual.

. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosid baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan
pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual.
Pelaku melakukan kekerasan seksual karena seringnya menonton film porno.
Indikasnya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film
porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan illegal kaset
video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui

internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh ha
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tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan
kekerasan seksual. Sgauh mana faktor media sosial dapat mempengarunhi
terjadinya kekerasan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa
yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan
mempengaruhi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana
faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang
menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap
lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian
ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondis keluarga pelaku.
Melihat dari sisi korban, kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua
sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak
yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang
memperhatikan, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada
orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin sgja jika anak mencari perlindungan
dan perhatian kepada orang salah yang akan memanfaatkan anak dalam hal
negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhan melalui
pelaku, anak akan menjadi korban kekerasan seksual. Méelihat dari sisi pelaku,
kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang
pelaku yang dengan kondis keluarga buruk, juga akan menjadi pemicu

terjadinya kasus kekerasan seksual.
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Berdasarkan hal tersebut, selain itu faktor yang lebih mempengaruhi
adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan
faktor intern yaitu :

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena
adanya gangguan jiwa terhadap diri s pelaku misalnya si pelaku mengalami
nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk
melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal
melakukan kekerasan seksual cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini
terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau
melakukan bersama-sama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan
faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal
mengendalikan nafsu seksualnya.

Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya
pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Mora merupakan
faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang
memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan
namun jika seseorang tidak memiliki moral yang balk maka dia akan
cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah
maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa
sga. Adanya moral yang lemah tersebut karena dipengaruhi oleh kurangnya

pendidikan agama.
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2. Faktor ekstern

Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus—kasus kejahatan kesusilaan
terkait erat dengan aspek sosial budaya. Suatu kenyataan yang terjadi saat ini,
sebagal akibat pesatnya kemguan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan
manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang
melakukan keahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit
akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap
selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang
diperoleh, serta dari pengaruh—pengaruh luar lainnya. Sedangkan para
korbannya kebanyakan adalah anak—anak karena anak—anak lebih mudah
untuk dibohongi dan mereka masih polos, sehingga dengan mudah mereka
dapat melampiaskan hawa naf sunya tersebut.

Berdasarkan dari beberapa faktor yang telah di bahas, maka perlu
diketahui bahwa tindak kekerasan seksua terhadap anak, sangat berpengaruh
terhahap perkembangannya baik psikis maupun fisik. Oleh karena itu, perlu
dihentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan
pengetahuan yang cukup diharapkan orangtua mampu mendidik anaknya kearah
perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan. Kunci persoalan
kekerasan seksual terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi
yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga yang muncul adalah stigma dan
prasangka. Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang

dibumbui intervens pihak ketiga.
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Seringkali orangtua dalam berkomunikasi terhadap anaknya disertai
keinginan pribadi yang sangat dominan, dan menganggap anak sebagai hasil
produksi orangtua, maka harus selalu sama dengan orangtuanya dan dapat
diperlakukan apa sgja. Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran,
sering dilarang dan selau dilindungi, maka akan tumbuh menjadi anak yang
penakut dan tidak mempunyai kepercayaan diri. Dalam usaha untuk mengatasi hal
tersebut, maka anak akan berontak dan berbuat sesuatu dilarang orangtua. Konflik
ini bisa berakibat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak tidak
mau, makaterjadi pemaksaan dari orang yang didekatnya.

Berbeda dengan pola asuh yang lebih memberikan ruang anak untuk
berbendapat, mengemukakan keinginannya dengan baik pada orang tua. Orang tua
memberikan kasih sayang berupa perhatian dan perilaku mendampingi dalam hal
segala bentuk ketidaktahuan, keingintahuan, kebersamaan, berbagi dan dalam
menyikapi pergaulan. Anak akan merasa lebih mempunyai tempat untuk bertanya
dan mencurahkan keluh kesahnya. Mendapatkan kasih sayang dari orangtua dan
merasa terlindungi sehingga anak merasa lebih nyaman dalam rumah atau tempat
tinggalnya. Kepedulian dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat
dibutuhkan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun untuk
dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu
diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola

asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.*®

8 Penny Naluria Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadapanak Dalam Perspektif Hak
Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat”, daam Jurna HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018,
halaman 12.
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Berdasarkan hal tersebut, dari sgjumlah faktor yang disebutkan diatas,

maka setidak-tidaknya dapat disimpulkan yakni:

1

Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika
berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain;

Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang
semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang
seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya
dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan;
Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma keagamaan yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pola relasi horizontal yang
cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk
mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;

Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai pelaku yang
diduga sebaga penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan
kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
Putusan Hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan
dijatunkan Hakim kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong
anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya
mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi
hukum yang akan diterimanya;

Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu
seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya

untuk dicarikan konpensasi pemuasnya;
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7. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan
dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah
kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku
yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah
kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor
keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang
berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

Pelecehan seksual disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal
individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan
diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan
eksternal. Pelecehan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi
individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personanya dan tidak
terpenuhinya kebutuhan akan privacy.

Secara umum dampak yang terjadi pada korban kekerasan seksual ini
terutama pada anak—anak mereka merasa takut, minder serta lebih sering
mengurung diri. Sehingga bagi anak—anak yang dilecehkan tersebut mereka
menjadi takut untuk bergaul dengan teman sebayanya atau takut bepergian. Anak—
anak cenderung lebih menutup diri dan tidak mau menceritakan masalah yang
dialaminya kepada orang tua atau orang terdekatnya. Selain itu dari kekerasan
seksual terhadap anak ini menyebabkan anak—anak semakin jenuh untuk
menerima pelgjaran dan kurangnya konsentrasi anak tersebut. Sehingga banyak

anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tersebut menjadi putus sekolah.
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Organisasi pelindungan anak dari Dewan Uni Eropa memiliki strategi

yang bisa diterapkan orangtua dalam membimbing anak terkait aturan

berkomunikasi, berinteraksi, dan bersentuhan dengan orang lain, di luar keluarga

inti. Strategi ini dikenal dengan istilah underwear rule, yaitu:

1

Anak digjarkan bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri dan tidak
ada yang boleh menyentuhnya tanpa terbuka dengan anak usia dini tentang
seksualitas dan area pribadi.

Memberikan penjelasan kepada anak tentang bagian tubuh mana yang
boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain.

Kerahasiaan adalah taktik utama pelaku kejahatan seksual. Oleh karena
itu, orangtua perlu memberikan penjelasan tentang perbedaan antara
rahasia yang baik dan buruk. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas,
tidak nyaman, takut, atau sedih harus diceritakan ke orangtua.

Ketika menjadi korban pelecehan, anak-anak akan merasa malu, bersalah,
dan takut. Oleh karena itu orangtua harus mencegah hal itu terjadi dan
memberi perhatian kepada anak.

Anak harus diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai
demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan
biasanya adalah orang yang mereka kenal. Di lingkungan sekolah, kualitas
materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan perlu
ditingkatkan. Selain itu, persoalan tentang hak dan kewagjiban anak,
kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak perlu dimasukkan ke dalam

kurikulum pendidikan. Pelindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan
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oleh tenaga pengajar maupun pihak lain yang ada di lingkungan sekolah.
Guru harus aktif mengikuti perkembangan anak didiknya. Kelalaian tenaga
penggjar dalam melaksanakan tugas ini perlu diberikan sanks tegas.
Sementara di lingkungan masyarakat, upaya pelindungan anak dari
kegjahatan seksual dilakukan dengan membentuk tim reaks cepat
pelindungan anak. Tim ini bertugas melakukan pencegahan dan deteksi
dini kejahatan seksual di lingkungan tempat tinggalnya. Pembentukan tim
bisa di tingkat desa atau lingkungan (RT) dengan melibatkan karang
taruna, ketua RT, kepala desa, PKK maupun petugas keamanan
lingkungan setempat. Mereka berperan dalam melakukan sosialisas,
edukasi, dan informas tentang kesehatan reproduksi, dampak kejahatan
seksual terhadap tumbuh kembang anak dan pemberdayaan anak diberikan
secara berkala. Tujuannya untuk mengubah pandangan sebagian
masyarakat yang masih menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu.

6. Isu anak merupakan isu lintas disiplin ilmu karena itu diperlukan
kesamaan perseps akan pentingnya pelindungan anak dan sinergitas
daam pencegahan dan penanganan keahatan seksual anak antara

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.*

C. Akibat Hukum Petugas Pelindung Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar

menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari.

“1bid., halaman 14-15.



Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil
ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun,
namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap
hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat
benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah
masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesua harapan
masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.®

Kekerasan seksual ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi
dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Kekerasan seksual terhadap anak ini
harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar
masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. Perkembangan di
Indonesia sendiri telah dibuktikan pembaruan dibidang hukum agar selalu
mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat juga, dapat terlihat dengan
adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak
khususnya dalam pasa terhadap kekerasan seksual yang ancaman hukumnya
dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan tujuannya tidak lain adalah
untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
khususnya anak yang menjadi korban.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual
karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan
memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya,

hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak

0 Jan. S. Maringka. 2017. Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta:
Sinar Grafika. Halaman 2.
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memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap,
pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang
yang memiliki penguasaan atas korban.

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping
berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan
trauma yang berkepanjanggan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat
kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau
hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa
tidak berdaya. Secara fisk memang mungkin tidak ada hal yang harus
dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara
psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila
tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan
dampak sosial yang luas di masyarakat.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka
sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa
disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan
sdah satu sis pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar
perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung
jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan
masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-
undang dasar 1945. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak,
akan tetapi setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada

individu yang siap untuk menjadi korban keahatan. Menjadi korban keahatan
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adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. Apalagi sebagai korban
tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan.*

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap
anak yang dilakukan oleh petugas pelindung anak atau anggota Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maka Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), yaitu Bintang
Puspayoga meminta poliss mengusut tuntas kasus anggota Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur,
sebagaimana pelaku yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak
korban kekerasan seksual, yang tengah didampinginya. Bupati Lampung Timur
juga diminta menonaktifkan pelaku dan meminta aparat kepolisian setempat untuk
mengusut kasus ini hingga tuntas dan aparat Penegak Hukum (APH) tidak segan-
segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kasus kekerasan
seksual terhadap anak.™

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana bicara soal undang-undang yang
bisa dikenakan untuk pelaku jika terbukti. Salah satunya adalah Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri). Sebagaimana
hal tersebut, jika memenuhi unsur untuk diberikan pemberatan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasa 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

! Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: Pustaka Prima,
halaman 139

%2 Anonim, “Ironi Dugaan Pemerkosaan Anak Oleh Pejabat Perlindungan Anak di
Lampung Timur”, melalui https://Amww.dw.comy, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020, Pukul
10.20 Wib.
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak karena seharusnya melindungi anak tetapi melakukan tindak
pidana persetubuhan terhadap anak, maka perbuatan pelaku dapat diperberat
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) sampai Pasal 81 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang
menyatakan, jika pelaku merupakan aparat yang menangani perlindungan anak,
ancaman pidananya diperberat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya
atau maksimal 20 tahun, bahkan sampal dapat dikenai pidana tambahan berupa
pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan alat
pendeteksi elektronik.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri
PPPA), yaitu Bintang Puspayoga sangat menyesalkan indikasi kasus kekerasan
seksual ini bisa terjadi dan dilakukan oleh terlapor yang merupakan anggota
lembaga masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat dan juga sebagai mitra
pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Institusi ini juga dipercaya sebagal rumah aman bagi perempuan dan anak korban
kekerasan seksual. Terlapor sendiri bukan seorang ASN (Aparatur Sipil Negara).
Selain itu Bintang meminta Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Timur mengambil langkah-langkah

penanganan, dari proses perlindungan terhadap anak korban, pemeriksaan
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kesehatan, pendampingan psikologis, hingga mengawa proses hukumnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA)

menekankan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.>®

%3 |bid.



BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan
terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Sertajika
menurut  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur
dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

2. Faktor yang mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yakni karena
faktor ekonomi keluarga korban yang mengabaikan anak sehingga tidak
terawasi, kedua karena faktor tingkat pendidikan korban yang rendah karena
masih anak-anak, ketiga faktor media sosial karena pelaku seringnya
menonton film porno, serta faktor keempat yaitu kondis keluarga korban dan
kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, kesibukan orang tua untuk
bekerja sertamelihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku yang buruk.

3. Akibat hukum pelindung anak yang melakukan tindak pidana kekerasan
seksual terhadap anak yakni pelaku diproses hukum dengan ketentuan bahwa

pelaku merupakan aparat yang menangani perlindungan anak, sehingga
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ancaman pidananya diperberat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidananya atau maksima 20 tahun, bahkan sampai dapat dikenai pidana
tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia,

dan pemasangan aat pendeteks elektronik.

. Saran

. Hendaknya pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, karena peraturan ini perlu disosialisasikan, agar
masyarakat juga mengetahui bahwa ketentuan tentang kekerasan seksual
sudah diperbaharui.

. Hendaknya masyarakat juga turut serta dapat menjadi pihak yang berperan
penting dalam mengawas anak-anak ketika seorang anak yang dalam
lingkungannya terlibat masalah, sehingga anak-anak tidak menjadi korban dari
masalah yang terjadi, khususnyaterkait kekerasan seksual.

. Hendaknya penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dapat ikut serta
dalam mengawasi petugas pelindung anak ketika mendampingi korban yang
sedang dalam pemeriksaan, sebab hal tersebut kemungkinan dapat mencegah
terjadinya kesempatan yang dilakukan oleh oknum petugas pelindung anak
yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan kekerasan seksual terhadap

anak.
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